REPUBLIK INDONESIA

No0.948, 2011 KEMENTERIAN KESEHATAN. Bantuan
Operasional Kesehatan. Petunjuk Teknis.

PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 2556/MENKES/PER/XII/2011
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :a. bahwa dalam rangka meningkatkan cakupan
pelayanan kesehatan yang bersifat promotif dan
preventif yang dilakukan oleh Puskesmas dan
jaringannya serta Poskesdes dan Posyandu dianggap
perlu memberikan Bantuan Operasional Kesehatan;

b. bahwa Petunjuk Teknis Bantuan Operasional
Kesehatan yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri
Kesehatan Nomor 210/Menkes/Per/1/2011 sudah
tidak sesuai dengan kebutuhan operasional dan
mekanisme penyaluran bantuan sehingga perlu
disesuaikan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Menteri Kesehatan tentang
Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Kesehatan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara
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Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 359,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4844);

2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang
Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5063);

3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2011 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun
Anggaran 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2011 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5254);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan
Daerah Kabupaten/kota (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang
Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4741);

6. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang
Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara
serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon
I Kementerian Negara;

7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1144 /Menkes/
Per/VIII/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian Kesehatan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PETUNJUK
TEKNIS BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN.

Pasal 1

Bantuan Operasional Kesehatan yang selanjutnya disebut BOK adalah
bantuan Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah dalam
melaksanakan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan untuk
pencapaian Millennium Development Goals (MDGs) Bidang Kesehatan
tahun 2015 melalui peningkatan kinerja Puskesmas dan jaringannya serta
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Poskesdes dan Posyandu dalam menyelenggarakan pelayanan kesehatan
yang bersifat promotif dan preventif.

Pasal 2
Pemberian BOK bertujuan untuk:

a. Menyediakan dukungan biaya untuk upaya pelayanan kesehatan yang
bersifat promotif dan preventif bagi masyarakat.

b. Meningkatkan kualitas manajemen Puskesmas, terutama dalam
perencanaan tingkat Puskesmas dan lokakarya mini Puskesmas.

c. Meningkatkan upaya untuk menggerakkan potensi masyarakat dalam
meningkatkan derajat kesehatannya.

d. Meningkatkan cakupan pelayanan kesehatan yang bersifat promotif
dan preventif yang dilakukan oleh Puskesmas dan jaringannya serta
Poskesdes dan Posyandu.

Pasal 3

Dalam penyelenggarakan Bantuan Operasional Kesehatan, Pemerintah,
Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/kota dan
seluruh pihak yang terkait, mengacu pada Petunjuk Teknis Bantuan
Operasional Kesehatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 4

Menteri Kesehatan, Gubernur dan/atau Bupati/Walikota secara
berjenjang melakukan Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan
penyelenggarakan Bantuan Operasional Kesehatan sesuai dengan tugas
dan fungsinya masing-masing.

Pasal 5

Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Kesehatan
Nomor 210/Menkes/Per/1/2011 tentang Petunjuk Teknis Bantuan
Operasional Kesehatan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 6

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2012.
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik
Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 27 Desember 2011
MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ENDANG RAHAYU SEDYANINGSIH

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 28 Desember 2011

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN
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LAMPIRAN

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN
NOMOR : 2556/MENKES/PER/XII/2011
TENTANG PETUNJUK TEKNIS BANTUAN
OPERASIONAL KESEHATAN

PETUNJUK TEKNIS BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN

BAB I
PENDAHULUAN

LATAR BELAKANG

Menurut Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 H ayat 1, setiap orang
berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Dalam rangka meningkatkan
akses pelayanan kesehatan pada masyarakat maka terus dilakukan
peningkatan dan pemerataan Puskesmas dan jaringannya di semua wilayah
termasuk pula di Daerah Tertinggal, Perbatasan dan Kepulauan (DTPK).
Demikian pula dengan Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyakarat
(UKBM), khususnya Poskesdes dan Posyandu. Kedepan, berbagai fasilitas
pelayanan kesehatan dan UKBM tersebut akan semakin ditingkatkan baik
dari segi jumlah maupun kualitasnya.

Namun demikian, masih terdapat berbagai masalah yang dihadapi oleh
Puskesmas dan jaringannya dalam upaya meningkatkan status kesehatan
masyarakat di wilayah kerjanya. Beberapa pemerintah daerah mampu
mencukupi kebutuhan biaya operasional kesehatan Puskesmas di
daerahnya. Namun tidak sedikit pula pemerintah daerah yang masih sangat
terbatas dalam mengalokasikan biaya operasional Puskesmas di daerahnya.
Keterbatasan biaya operasional Puskesmas menyebabkan fungsi Puskesmas
tidak berjalan secara optimal.

Berbagai upaya telah dan akan terus ditingkatkan baik oleh pemerintah
maupun pemerintah daerah agar peran dan fungsi Puskesmas sebagai
fasilitas pelayanan kesehatan dasar semakin meningkat. Dukungan
pemerintah bertambah lagi dengan diluncurkannya Bantuan Operasional
Kesehatan (BOK) bagi Puskesmas sebagai kegiatan inovatif di samping
kegiatan lainnya seperti Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) dan
Jaminan Persalinan (Jampersal). Penyaluran dana BOK merupakan salah
satu bentuk tanggungjawab pemerintah dalam pembangunan kesehatan
bagi seluruh masyarakat khususnya dalam meningkatkan upaya kesehatan
promotif dan preventif guna tercapainya target SPM Bidang Kesehatan dan
MDGs Bidang Kesehatan tahun 2015.

Mengingat pada pelaksanaan tahun 2010 terdapat kendala dalam
mekanisme penyaluran BOK melalui Bantuan Sosial, maka sejak tahun
2011 mekanisme penyaluran dana tersebut mengalami perubahan menjadi
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